Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

a. bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu;

.bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

.bahwa untuk pengaturan tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentif di daerah sebagaimana dimaksud pada

huruf b lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42806);

.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4348);



.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor S1);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga  Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Nomor 32);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomuni-
kasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun
2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Nomor 45);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dharmasraya Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 48);

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2012
tentang Retribusi Pasar (Berita Daerah Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 55);

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2014
tentang Denda  Administrasi atas Keterlambatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 8);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan DPPKD adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Dharmasraya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi atau Badan,;



8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada  Wajib Pajak serta  pengawasan
penyetorannya,

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

10. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi
Dearah adalah Unit Kerja / Satuan Kerja Pengelola Daerah
yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan pemberian insentif adalah untuk

meningkatkan:

a. Kinerja SKPD

b. Semangat kerja bagi aparat SKPD yang melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila mencapai
kinerja tertentu;

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada:

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab

pengelolaan keuangan daerah;



b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
Nagari dan Kecamatan, Wali Nagari, dan Camat, serta
tenaga lain yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana
Pemungut Pajak;

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana

pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
dibayarkan setiap triwulanan apabila pada:

a. Triwulan [ realisasi mencapai 15% (lima belas
perseratus) dari target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh
perseratus) dari target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus
perseratus) dari target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan

PPKD.



(3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka
insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan
berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan
yang ditentukan;

(4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran, peneri-
maan pajak tidak tercapai, tidak membatalkan insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(5) Apabila target penerimaan pajak pada akhir tahun
anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dapat

dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
BESARAN INSENTIF
Pasal 5

(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana
penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam
tahun berjalan;

(2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. Insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 40%
dari insentif pemungutan, dengan rincian sebagai
berikut:

1. Bupati sebesar 60%;
2. Wakil Bupati sebesar 30%;
3. Sekretaris Daerah sebesar 10%;

b. Insentif untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c
ditetapkan sebesar 50% dari insentif pemungutan;

c. Insentif untuk Pihak lain yang membantu Instansi
Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)
huruf e ditetapkan sebesar 10% dari insentif

pemungutan;
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d. Khusus untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan,
besarnya insentif untuk tingkat Nagari dan Kecamatan,
Wali Nagari, dan Camat, serta tenaga lain yang
ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d
ditetapkan sebesar 5% dari insentif pemungutan,;

(3) Penetapan besaran dan penerima insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah untuk personil
Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungut

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Maret 2014

BUPATI DHARMASRAYA,
ttd
H. ADI GUNAWAN
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd
Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19560815 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd
MASHERI YANDA BOY, SH

Pembina
NIP. 19700903 199803 1 003
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SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA


PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG


TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI DHARMASRAYA,


Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;



b.
bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



c.
bahwa untuk pengaturan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;



d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-tukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 51);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya  (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya  (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 29);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya  (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomuni-kasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10  Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 48);

36. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 55);

37. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Denda Administrasi atas Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.


3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;


10. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Dearah adalah Unit Kerja / Satuan Kerja Pengelola Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;


BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


Maksud dan Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan:


a.  
Kinerja SKPD


b.  
Semangat kerja bagi aparat SKPD yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;


c.
Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d.  
Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III


INSENTIF PEMUNGUTAN 


PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) 
Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu;


(2)
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:


a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;


b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;


c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Nagari dan Kecamatan, Wali Nagari, dan Camat, serta tenaga lain yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak;

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pasal 4

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan setiap triwulanan apabila pada:


a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPKD.

(3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila  telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;


(4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran, peneri-maan pajak tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(5) Apabila target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.


BAB IV

BESARAN INSENTIF 

Pasal 5

(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam tahun berjalan;

(2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah sebagai berikut:

a. Insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 40% dari insentif pemungutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bupati sebesar 60%;

2. Wakil Bupati sebesar 30%;

3. Sekretaris Daerah sebesar 10%;


b. Insentif untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 50% dari insentif pemungutan;

c. Insentif untuk Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 10% dari insentif pemungutan;

d. Khusus untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya insentif untuk tingkat Nagari dan Kecamatan, Wali Nagari, dan Camat, serta tenaga lain yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5% dari insentif pemungutan;

(3) Penetapan besaran dan penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk personil Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-dangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.


Ditetapkan   di   Pulau Punjung


pada tanggal 20 Maret 2014

BUPATI DHARMASRAYA,


ttd

H. ADI GUNAWAN


Diundangkan  di  Pulau Punjung


pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM.


Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 19560815 198610 1 001
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		Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ttd


MASHERI YANDA BOY, SH


Pembina


NIP. 19700903 199803 1 003





11



